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RINGKASAN 

Badan Pendapatan Daerah Kota Malang dalam rangka meningkatkan pelayanan 

publik kepada masyarakat membuat inovasi pelayanan publik melalui program 

Bapenda Goes To Kelurahan. Penelitian ini bertujuan mengetahui inovasi 

pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui program 

Bapenda Goes To Kelurahan dan mengidentifikasi faktor penghambat dan 

pendukung pelaksanaan inovasi pelayanan publik melalui Bapenda Goes To 

Kelurahan dalam rangka meningkatkan pelayanan. Metode penelitian yang 

digunakan adalah kualitatif. Teknik penentuan sampel menggunakan snowball 

sampling dengan informan kunci adalah Kepala Sub Bidang Pajak Daerah I. Teknik 

pengumpulan data primer didapat dengan cara observasi, wawancara, serta 

dokumentasi. Kemudian teknik pengumpulan data sekunder adalah dokumentasi 

didapat di dokumen-dokumen resmi pada Badan Pendapatan Daerah. Teknik 

keabsahan data dengan triangulasi. Sedangkan, analisis data yaitu dengan reduksi 

data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian 

menyimpulkan Program Bapenda Goes To Kelurahan merupakan sebuah inovasi 

jika dilihat dari pelayanan yang diberikan. Inovasi ini dapat meningkatkan 

pelayanan perpajakan karena wajib pajak cukup datang ke Kelurahan terdekat 

untuk membayar pajak. Faktor pendukung inovasi yaitu petugas pemberi layanan 

sangat berkompeten, sarana dan prasarana yang disediakan oleh Bapenda dan 

Kelurahan sesuai kebutuhan pelayanan. Faktor penghambat inovasi kurangnya 

sosialisasi dari RT dan RW dari Kelurahan yang tidak menginformasikan kepada 

masyarakat bahwa ada kegiatan Bapenda Goes To Kelurahan sehingga wajib pajak 

sedikit yang datang membayar pajak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pemerintah Kota Malang melakukan penerapan PPKM Darurat. Akibat 

pemberlakukan PPKM tersebut pendapatan asli daerah mengalami penurunan. 

Sehingga, pemerintah daerah berupaya agar pendapatan asli daerah tidak 

mengalami penurunan yang sangat jauh. Salah satu upaya pemerintah untuk 

mengoptimalkan pendapatan daerah adalah dengan meningkatkan kualitas 

pelayanan pada masyarakat yang membayar pajak daerah. Hal ini dikarenakan 

membayar pajak merupakan kewajiban masyarakat khususnya wajib pajak. Namun 

kepatuhan dan kesadaran membayar pajak masih sangat minim. Peran pemerintah 

sangat dibutuhkan sebagai upaya meningkatkan pelayanan pajak agar masyarakat 

patuh, dan tepat waktu membayar pajak. Dalam hal ini, Pemerintah perlu membuat 

terobosan inovasi pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar 

memudahkan masyarakat membayar pajak. 

 Sebelum adanya program inovasi Bapenda Goes To Kelurahan, Bapenda 

meluncurkan program lain seperti Sunset Policy. Program inovasi Sunset Policy 

adalah program inovasi untuk meningkatkan pelayanan, serta membantu 

masyarakat pada bidang Pajak Bumi dan Bangunan. Dimana wajib pajak dapat 

membayar hutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di waktu yang telah 

ditentukan sehingga tidak terkena denda atau sanksi. (Larasati, 2017) 

 Program inovasi goes to Kelurahan dimulai pada 27 Mei 2021 dengan 

mendatangi kelurahan secara bergiliran. Inovasi pelayanan tersebut dilakukan 



dengan metode jemput bola dan selain memberikan kemudahan kepada masyarakat 

yang membayar pajak daerah inovasi tersebut juga diharapkan dapat mendorong 

pendapatan asli daerah sektor pajak (Setyo, 2021). Oleh karena itu, peneliti tertarik 

mengangkat judul: “INOVASI PELAYANAN PUBLIK UNTUK 

MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN MELALUI PROGRAM 

GOES TO KELURAHAN”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dari uraian penjelasan latar belakang penelitian, maka yang menjadi 

rumusan masalah penelitian adalah: 

1. Bagaimana inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

melalui Program Goes To Kelurahan di Badan Pendapatan Daerah Kota Malang 

? 

2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan inovasi pelayanan 

publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui Program Goes To 

Kelurahan di Badan Pendapatan Daerah Kota Malang ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian yang dilakukan peneliti adalah: 

1. Mengetahui inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

melalui Program Goes To Kelurahan di Badan Pendapatan Daerah Kota Malang. 

2. Untuk menganalisa faktor penghambat dan pendukung inovasi pelayanan publik 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui Program Goes To Kelurahan di 

Badan Pendapatan Daerah Kota Malang. 

 



1.4 Manfaat Penelitian 

 Diharapkan penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat seperti: 

1. Manfaat Akademisi 

Untuk referensi dan pengembangan ilmu pengetahuan mengenai Inovasi 

Pelayanan Publik. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi instansi Bapenda Kota Malang, diharapkan hasil penelitian ini bisa 

memberi masukan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan 

inovasi programnya. 
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